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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Kolaborasi Governance dalam Pengembangan Obyek Wisata 

Bledug Kuwu 

Kolaborasi governance dalam pengembangan pariwisata Bledug 

Kuwu Kabupaten Grobogan berangkat dari (1) Kondisi awal yang 

menunjukkan sudah baik, walaupun dalam pengembangannya masih 

menghadapi tantangan koordinasi, pemahaman, dan partisipasi, sehingga 

memerlukan kolaborasi holistik untuk keberlanjutan. (2) Desain 

kelembagaan yang sudah berjalan masih membutuhkan strategi yang 

komprehensif, melibatkan identifikasi semua pemangku kepentingan, 

melakukan koordinasi efektif, pemahaman visi bersama, pengelolaan ego 

sectoral dari masing-masing stakeholder, dan juga penyelarasan regulasi. 

(3) Kepemimpinan fasilitatif dalam collaborative governance dilakukan 

dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor, pengembangan 

infrastruktur wisata, dan kebijakan partisipatif, meskipun keterlibatan 

masyarakat masih perlu ditingkatkan. (4) Proses kolaborasi dalam 

pengembangan Obyek Wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan 

dilakuka dengan mengadakan dialog rutin, transparansi pengelolaan, 

pemahaman bersama, komitmen kolektif, dan orientasi win-win solution 

untuk sinergi berkelanjutan. 
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4.1.2 Faktor Penghambat dalam mewujudkan Kolaborasi Pengembangan 

Obyek Wisata Bledug Kuwu 

Faktor-faktor penghambat dalam mewujudkan kolaborasi 

pengembangan obyek wisata Blebug Kuwu di Kabupaten Grobogan, (1) 

Pengelola Wisata Bledug Kuwu masih masih mengalami keterbatasan 

anggaran. Hambatan anggaran tersebut diatasi melalui diversifikasi 

pendanaan, efisiensi pengeluaran, kerjasama eksternal, dan prioritas 

pengembangan sarana prasarana, meski keberlanjutannya tetap menjadi 

tantangan. (2) Minimnya CSR dari pihak swasta, maka Dinas Pariwisata 

Kabupaten Grobogan berencana mengintegrasikan CSR dengan 

kolaborasi multi-stakeholder, meskipun menghadapi tantangan 

partisipasi, koordinasi, sumber daya, regulasi, dan keberlanjutan 

program. (3) Pengelola Bledug Kuwu mengatasi kekurangan media 

promosi dengan meningkatkan promosi online melalui media sosial, 

berkolaborasi dengan instansi terkait, dan bekerja sama dengan agen 

perjalanan untuk memperluas jangkauan. (4) Kurangnya perhatian 

pemerintah terhadap wisata menghambat pengembangan obyek wisata 

Bledug Kuwu, namun pengelola berusaha melalui advokasi dan 

membangun hubungan untuk memperoleh dukungan yang lebih besar. 

Perlu upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan ini dan memperkuat 

faktor pendorong guna meningkatkan pengembangan pariwisata secara 

holistik dan berkelanjutan. 
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4.2 Saran 

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan 

pengembangan desa wisata di Kabupaten Grobogan, memberikan masukan 

terkait kebutuhan lokal, serta menjaga daya tarik wisata. Pengelola wisata perlu 

meningkatkan transparansi penggunaan dana, merencanakan program CSR 

(Corporate Social Responsibility) untuk manfaat masyarakat, dan 

mengembangkan strategi promosi wisata yang komprehensif dan berkelanjutan 

dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Dinas Pariwisata perlu 

memastikan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, meningkatkan 

koordinasi dengan instansi terkait, dan melakukan pemantauan program secara 

rutin. Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu meningkatkan alokasi anggaran 

untuk infrastruktur wisata, membuat regulasi yang mendukung industri 

pariwisata, dan bekerja sama dengan pengusaha untuk menarik investasi. 

Seluruh elemen terlibat diharapkan untuk mendukung pertumbuhan pariwisata 

yang berkelanjutan di Kabupaten Grobogan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Interview Guide 

 

Indikator Fenomena Pertanyaan 

Collaborative 

Governance menurut 

Ansell and Gash 

1. Kondisi Awal 1. Bagaimana kondisi Sumber daya yang ada   pada 

lokasi wisata di dalam menunjang proses 

collaborative governance, dan kendala apa yang 

terjadi terkait Sumber daya Ketika akan 

melaksanakan Collaborative Governance? 

  2.Bagaimana pengetahuan pemangku kepentingan 

terkait Collaborative Governance yang pernah 

dilaksanakan dimasa lalu? (apakah pernah terjadi 

konflik antar pemangku kepentingan Ketika 

melaksanakan proses collaborative) sehingga hal 

tersebut menyebabkan proses collaborative 

governance tidak berjalan dengan baik ataupun 

menimbulkan keraguan untuk para pemangku 

kepentingan. 

2. Desain 

kelembagan 

1. Bagaimana prosedur atau Langkah awal yang 

dilaksanakan pihak terkait demi berjalannya 

dengan baik proses collaborative governance? 

 2. Apakah terdapat hambatan yang terjadi Ketika 

menentukan aturan awal sebelum proses 

collaborative governance dilaksanakan? 

3. Kepemimpinan 

fasilitas  

 

 

 

 

1. Bagaimana proses para pemangku kepentingan 

dan masyarakat (pengunjung, masyarakat sekitar) 

terkait dengan adanya collaborative governance 

yang dilaksanakan di lokasi wisata tersebut? 

 2. apakah kebijakan yang ditetapkan sebelum 

proses collaborative governance dilaksanakan 

dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang 

dilibatkan? 



128 

 

4.Proses Kolaborasi 1. bagaimana Langkah pemangku kepentingan 

dalam melaksanakan dialog tatap muka 

(pertemuan rutin) yang di upayakan dalam proses 

kolaborasi agar tetap terjaga dengan baik? 

 2. bagaimana Langkah pemangku kepentingan 

dalam terus membangun kepercayaan di saat 

collaborative terlaksana, sehingga tidak 

menimbulkan konflik yang berorientasi terhadap 

kegagalan dalam berkolaborasi? 

 3. komitmen seperti apa yang menjadi tujuan para 

pemangku kepentingan kedepannya saat proses 

collaborative terlaksanakan? 

 4. Langkah apa saja yang dilaksanakan pemangku 

kepentingan guna mencapai pemahaman Bersama 

antar pemangku kepentingan di saat proses 

collaborative terlaksana? 

 5. Saat kesepakatan telah terlaksana, bagaimana 

Langkah para pemangku kepentingan untuk tetap 

konsisten terhadap suatu tujuan yang telah 

ditetapkan? 
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Lampiran 2 

Surat Izin penelitian 

 
 

 

 


